[ SALINAN ]

WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 13
TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang :

Mengingat

DI KOTA SORONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2009

Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota
Sorong telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25
Tahun 2013;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun
2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota
Sorong perlu dilakukan Perubahan Kedua;

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);



12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

Menetapkan

dan

WALIKOTA SORONG,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 25 Tahun 2013
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Sorong diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan
jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Sorong.

(2) Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan
keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp 1.500,00 (seribu lima
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ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada
partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan
kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

(3) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 4

(1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD Kota Sorong yang bersumber dari APBD Kota Sorong adalah
jumlah bantuan APBD Kota Sorong tahun anggaran sebelumnya dibagi
dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Sorong periode
sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum.

(2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kota Sorong setiap tahun kepada
partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu
periode sebelumnya dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) APBD Kota Sorong Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada 4 ayat (1) adalah APBD Kota Sorong tahun 2019 untuk penghitungan
bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2019-2024 dan seterusnya.

Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Walikota
kepada Partai Politik masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, sehingga berbunyi :

Pasal 6

(1) Pengurus partai politik tingkat Kota Sorong mengajukan surat permohonan
bantuan keuangan partai politik kepada Walikota.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop
surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan
administrasi berupa:

a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan
Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota Sorong atau sebutan
lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP
Partai Politik atau sebutan lainnya;

b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara
partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Sorong yang dilegalisir
Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan
pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;



-5-

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan
mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang
diterima untuk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD KotaSorong tahun anggaran sebelumnya yang telah
diperiksa oleh BPK; dan

g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut
sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan
yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik
diKota Sorong atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan
menggunakan kop surat partai politik.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dalam rangkap 2 (dua).

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong.

4. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi:

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kota Sorong.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan
Kesbangpol dan Politik Kota Sorong dan anggotanya terdiri dari Kepala
Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Divisi Tekhnis KPU Kota Sorong, Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Sorong, Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah Kota Sorong, Inspektorat wilayah II pada Kantor Inspektorat
Kota Sorong dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan
Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong.

(3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Biaya Verifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sorong.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan
partai politik dibuat dalam berita acara.

(2) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Kota Sorong kepada Walikota
dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan
bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.
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(3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 27- 11- 2019
WALIKOTA SORONG,

CAP / TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 27- 11- 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/ TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 16.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
(73/11/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YOHANIS SALLE
Pembina Tk. I (IV/Db)
NIP.19621213 198903 1 013
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